
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR   1   TAHUN  2009

TENTANG

 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPADA PERSEROAN TERBATAS MERATUS JAYA IRON & STEEL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  iklim investasi  yang  sehat
dan kondusif guna mendorong pertumbuhan perekonomian dan
pembangunan daerah sehingga terbuka lapangan kerja baru serta
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam upaya
menggali  sumber-sumber  penerimaan daerah,  dipandang  perlu
untuk  melakukan  pemanfaatan  asset  berupa  tanah  milik
Pemerintah Daerah;

b. bahwa sehubungan  dengan  rencana  penyertaan  modal  kepada
Perseroan Terbatas Meratus Jaya Iron & Steel untuk membangun
pabrik  industri  baja  pada  sebagian  tanah  milik  Pemerintah
Daerah seluas 200 Ha (dua ratus hektar) dari luas keseluruhan
seluas  560,4278  Ha  (lima ratus  enam puluh koma empat  ribu
duaratus  tujuh  puluh  delapan  hektar)  yang  terletak  di  Jalan
Transmigrasi  Desa  Sarigadung  Kecamatan  Batulicin  Kabupaten
Tanah Bumbu, diperlukan landasan yuridis  sebagai  pengaturan
hal dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyertaan  Modal  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan
Kepada Perseroan Terbatas Meratus Jaya Iron & Steel;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1956  Jo.  Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  1958  tentang  Penetapan  Undang-Undang
Darurat  Nomor  10  Tahun  1957  antara  lain  mengenai
Pembentukan Daerah  Swatantra  Tingkat  I  Kalimantan  Selatan
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4355);



4. Undang-Undang  Nomor 10  Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2004  tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman
Modal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007
Nomor  67,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4724);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4593);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  20,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik
Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2008  Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan  dan  Penyebarluasan  Peraturan  Perundang-
undangan;
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor
4  Tahun 1998  tentang  Penyertaan  Modal  Daerah  pada  Pihak
Ketiga (Lembaran Daerah Propinsi  Kalimantan Selatan Tahun
1998  Nomor 13); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun
2007  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Tahun  2007
Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun
2008  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (Lembaran  Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENYERTAAN  MODAL
PEMERINTAH  PROVINSI  KALIMANTAN  SELATAN
KEPADA  PERSEROAN TERBATAS MERATUS JAYA IRON &
STEEL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Gubernur  dan  Perangkat  Daerah  sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
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